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PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH
PEMERINTAHAN DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK

ABSTRAK
Dea Reza Aditia
Kata Kunci : Program, Pemberdayaan, Masyarakat, UED-SP

Penelitian ini bertujuan untuk 'mengetahui bagaimana peranan ued-sp dalam
memberdayakan masyarakat “di kampung tualang’.dan juga untuk mengetahui
hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pengelolaan Usaha Ekonomi Desa
Simpan Pinjam (UED-SP) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Kampung
tualang yang telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses
tersebut berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.
Teknik analisa data yang yang digunakan dalam. penelitian ini menggunakan
metode kualitatif. Dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan 4 indikator,
dengan teknik pengumpulan data dilakukan ‘dengan teknik observasi, yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diambil berupa
catatan dan dokumentasi, dengan mewawancara secara .mendalam dengan
menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab
langsung dengan beberapa informan terkait pembahasan penelitian ini. Adapun
subjek penelitian ini adalah Penghulu Kampung Tualang, Direktur , Bendahara,
dan masyarakat. dari penelitian ini menghasilkan bahwa pengelolaan UED-SP
dalam memberdayakan masyarakat kampung-tualang belum optimal, karena
masih terdapat tunggakan dalam pengembalian oleh masyarakat, ketidaksesuaian
dalam pemanfaatan dana, dan ketidak tegasan pengelola UED-SP dalam
memberikan sanksi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

powerment), dan pembangunan

(development). Pelayanan akan merubah keadilan dalam masyarakat,
pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan
menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Otonomi daerah dilaksanakan sebagai konsekuensi asas desentralisasi, oleh
Karena itu daerah diberikan kewenangan secara luas untuk mengatur daerah

kekuasaan nya sendiri. Hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini



adalah agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan baik
urusan wajib maupun urusan pilihan secara leluasa dan diharapkan bisa lebih baik
dibandingkan semua diatur oleh Pusat.

Dari banyaknya kewenangan Pemerintah daerah, »salah satunya adalah
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa, dijelaskan bahwapembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan
kegotoroyongan guna mewujudkan keadilan sosial.

Desa memiliki posisi dan peran strategis dalam sistem pemerintahan di
Indonesia. Dalam Undang-Undang Desa Nomor, 6, Tahun 2014 menjelaskan bahwa
pengertian desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batasan area yang
berhak menyelenggarakan segala kepentingan masyarakatnya yang bersumber dari
asal-usul dan adat istiadat masyarakatnya serta diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintah Kesatuan Negara Republik‘Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menggantikan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pada pasal 213 ayat (1)
dijelaskan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan
dan potensi desa “. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga
berkaitan dengan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa

dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan



dan potensi desa, tetapi penyebutan nama BUMDesa Di Kampung Tualang ialah
BUMKampung Dimana Berdasarkan Perda Siak No. 01 tahun 2015 tentang
perubahan nama desa menjadi kampung di Kabupaten Siak. Tetapi secara Nasional
Tetap Dinamakan.-BUM Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak No
07 Tahun 2014 tentang badancusaha: miliksdesa pada Bab X Pola Hubungan
Kelembagaan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan usahanya BUMDes bersifat otonom dan bertanggung
jawab kepada pemerintah desa
2. Dalam rangka penyehatan BUMDes, pemerintah desa wajib;

a. Membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang

menjadi lembaga dan atau badan usaha yang bermanfaat bagi warga desa

b. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan yang adil dan merata

c. Memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya

d. Mengusahakan kekompakan dalam usaha BUMDes untuk mencegah

kemungkinan adanya orang-orang Yyang akan menjadikan BUMDes
mencapai kepentingan pribadi maupun golongan.

Desa bukan lagi suatu hal yang disepelekan, karena pada kenyataannya Desa
sudah dianggap seperti basis pembangunan, serta pembangunan sendiri pada
dasarnya untuk membangun kemandirian masyarakat desa, demi membangun desa
yang mensejahterakan ‘masyarakat terutama dalam pengelolaan keuangan desa.
Dana tersebut harapannya tidak hanya membangun sarana dan prasarana yang ada

di desa melainkan juga memberdayakan masyarakat desa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin (2015-2017)

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)

Wilayah 2015 2016 2017

Kabupaten Siak 24.81 24.86 26.83
Provinsi Riau 531.39 515.40 514.62

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak,2021




Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan kenaikan jumlah kemiskinan pada
kabupaten siak meningkat sebanyak 26.83 ribu jiwa pada tahun 2017, sedangkan di
Provinsi Riau terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, oleh sebab itu penulis
memilih salah satu desa di Kabupaten siak _menjadi tempat yang akan penulis teliti
yaitu Kampung Tualang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.

Kampung Tualang terdiki, dari 4-Kepala Dusun, 9 RW, dan 82 RT, dengan
jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Siak. Penduduk Kampung Tualang
adalah 131.464 Jiwa, 67.875 Pria dan 63.589 Wanita, sekitar 6.528 KK, dan luas
wilayah sekitar 33,16 Ha. Menjadikan salah satu Kampung yang terluas di
Kabupaten Siak. Dengan sebagian besar mata pencaharian penduduk Kampung
Tualang sebagai karyawan swasta, dan sebagian lagi disektor pertanian, nelayan,
perkebunan, berdagang, dan Kkerajinan, dengan rata-rata penggolangan gaji
masyarakat kampung Tualang 1alah Rp. 1000.000,-perbulan. Selain itu hanya
sebagian kecil ~masyarakat Kampung - Tualang yang . berprofesi sebagai
pegawai(PNS). ( Sumber Data Kantor Desa Tualang).

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Siak (Jiwa)

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total
2017 2018 2017 2018 2017-2018

Minas 16.428 16.856 15.670 16.097 32.953
Sungai Mandau 4.709 4.854 4.434 4578 9.432
Kandis 37.293 38.399 35.353 36.450 74.849
Siak 13.975 14.381 13.486 13.896 28.277
Kerinci Kanan 14.470 14.817 13.512 13.852 28.669
Tualang 66.228 67.875 61.974 63.589 131.464
Dayun 16.860 17.254 15.576 15.957 33.211
Lubuk Dalam 10.644 10.923 10.363 10.647 21.570
Kota Gasib 11.508 11.776 11.102 11.372 23.148
Mempura 8.920 91.51 85.44 8.766 17.927
Sungai Apit 15.233 15.541 14.973 15.301 30.842




Bunga Raya 13.376 13.751 12.772 13.147 26.898
Sabak Auh 6.052 6.196 5.943 6.090 12.286
Pusako 3.151 3.211 2.875 2.933 6.144

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2017-2018

Kampung Tualang memiliki Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat
desa sebagai berikut:

a. Unit Usaha Ekonomi- Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tualang Jaya

b. Pelatihan dan Pemberian Peralatan Pengrajin Meubeler Kampung
Tualang

c. Pelatihan Pengembangan Bagi Usaha UMKM

d. Pelatihan Pengembangan Usaha Pengrajin Rotan Kampung Tualang

e. Pelatihan Pengembangan Pertanian Hultikultura

Akan tetapi yang telah berlangsung lama, dan telah terlihat hasil dari program
dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kampung tualang adalah
UED-SP Tualang Jaya, oleh. karena itu penulis tertarik melakukan penelitian pada
UED-SP Tualang Jaya yang mana menjadi salah satu program pemberdayaan
ekonomi masyarakat oleh pemerintahan desa tualang.

Salah satu Desa yang telah melaksanakan program Pemerintah daerah dengan
tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di Desa, yaitu Kampung
Tualang, dimana awal mulanya dapat disebut UED-SP, dan telah ada sejak tahun
2009. Dibentuknya UED-SP Tualang Jaya diharapkan dapat membantu pemerintah
Kampung Tualang terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kampung
Tualang yang pada saat itu berjumlah lebih kurang 5172 Kepala Keluarga.
Padatnya jumlah penduduk kampung Tualang menyebabkan beragamnya kondisi

ekonomi masyarakat terutama dalam hal mata pencaharian. Mata pencaharian



masyarakat Tualang terdiri dari sebagai karyawan swasta, dan sebagian lagi
disektor pertanian, nelayan, perkebunan, berdagang, dan kerajinan.

Didalam pengelolaan UED — SP Tualang Jaya konsep transparansi dan
akuntabel harus dilakukan oleh.pengurus UED= SP Tualang Jaya oleh karena itu
perkembangan dan kondisi UED — SP ini setiap bulannya dilaporkan kepada
pemerintah Kampung Tualang,dan Pemerintah JKabupaten Siak begitu . Setelah
berjalan 5 tahun dengan adanya perkembangan secara signifikan pada tahun 2014
berdasarkan Peraturan Desa nomor 07 Tahun.2014 UED --SP Tualang Jaya
dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Kampung ( BUMKampung ) Tualang
Jaya.

Tetapi secara Nasional Tetap Dinamakan BUM Desa. Tujuan Didirikan
BUMDesa ini telah ada di Peraturan Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak No 07 Tahun 2014~ tentang Pembeniukan BUMDesa dimana tujuan
BUMDesa tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa;
b. Memajukan perekonomian Desa;

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;

e. Meningkatkan pengelolaan aset - aset Desa yang ada.

Namun Mengenai tata cara dan syarat-syarat pinjaman yang diajukan oleh
masyarakat diatur melalui pedoman petunjuk pengelolaan BUMDesa.

Berdasarkan realitas diatas, maka lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau di
singkat BUMDes merupakan pengenjawatan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 pada
pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes di bentuk atas dasar semangat

kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk mendayagunakan segala potensi
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ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan

sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sehingga eksistensi BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa dapat

Rp100,000,000
Rp80,000,000
Rp60,000,000
Rp40,000,000
Rp20,000,000

Rp-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sumber : BUMKampung Tualang Jaya, 2021



Berdasarkan laporan per 31 Juni 2018 total perguliran atau putaran modal
yang sudah dilakukan oleh BUMKampung Tualang Jaya berjumlah
Rp.5.829.450.000 yang terdiri dari 75 kali pencairan dengan jumlah nasabah 779
(Sumber Data BUMKam Tualang).

Tabel 1.4 Jenis Usaha Pada BUMKam Tualang Jaya

No. | Jenis Usaha Keterangan
1 | Usaha Ekonomi Desa Simpan ' | “Usaha‘ini bertujuan untuk sebagai modal
Pinjam (UED-SP) usaha atau modal untuk menanam bibit

masyarakat, sebagai pendukung
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Sumber data : BUMKam Tualang Jaya, 2021
UED-SP.ini adalah salah satu unit usaha dari BUMKam Tualang Jaya, dan

hanya mempunyal jenis usaha simpan pinjam yang dimana usaha simpan pinjam ini
sebagai modal usaha masyarakat, limit atau batasan terbesar dalam peminjam ini
adalah sebesar Rp 15.000.000 ( Lima Belas Juta Rupiah), dan untuk seberapa besar
jumlah yang bisa dipinjam; .disesuaikan dengan besar usaha dan dilihat dari
peminjaman awalnya dalam pengembalian lancar atau tidak lancar, pengembalian
setiap bulan nya dengan bunga 1,25%, pada awalnya pembentukan BUMKam Jaya
Tualang dapat meminjam lebih dari Lima Belas Juta Rupiah, namun dikarenakan
masalah internal dari BUMKam tersebut danpengembalian masyarakat tidak tepat
waktu maka di berikan lah limit sebanyak yang di sebutkan tadi.

Tabel 1.5 Kas Simpan Pinjam

Tanggal. Uraian Saldo

Desember 2020 Saldo Bulan Lalu 4.507.000
Pemasukan 100.261.000
Pengeluaran 90.550.000
Saldo Akhir 14.218.000
Jumlah 14.218.000

Sumber data : Laporan Keuangan Tualang Jaya, 2021
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa saldo pada bulan lalu kas
simpan pinjam senilai Rp 4.507.000 dengan pemasukan pada bulan desember

2020 adalah 100.261.000, lalu ada dana keluar sebesar Rp 90.550.000 sehingga

il
o

Peng

Milik Kam

s
%

‘I'E.'
ng.

termasuk dalam anggota BU a saat ini hanya 959 orang, dimana
terdapat 600 orang laki-laki dan 359 orang perempuan. Jika dilihat dari jumlah
penduduk Kampung Tualang yang sebanyak 131.464 jumlah pemanfaat BUMDesa

Kampung Tualang terhitung masih sedikit.



iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

10

Tabel 1.8 Jumlah Pemanfaat Simpan Pinjam BUMKam Tualang Jaya
berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2020

Jenis Usaha Orang Rupiah
Perdagangan .518.337.000

Pertanian

Berdasarkan tabel di aas tingkat pengembalian tepat waktu 79,05 % dan
tingkat pengembalian tidak tepat waktu 20,95 % disini dapat kita lihat masih
banyaknya masyarakatnya memiliki tunggakan, disini dapat dilihat bahwa
peminjam belum terberdayaan mampu mengalokasikan dana simpan pinjam yang

telah diberikan dengan baik.



Tabel 1.10 Data Pemanfaat Yang Memiliki Tunggakan Tahun 2018-2020

11

No.| Nama Tanggal | Pinjaman | Bunga| Tunggakarl Bulan
Pinjaman
1. | Hamdan 15/02/2018| 2.000.000 | 1.25% | 123.000 12
2. | Titi Nurhasiah _|#25/02/2018| 3.000.000 | 1.25%. | 262.500 12
3. | llyas 27/03/2018;.10.000.000 | 1.25% | 548.000 18
4. | M. Atjrul 27/03/2018| 10.000.000 | 1.25% | 3.700.000 | 18
5. | Kamisah 26/04/2018| 5.000.000 | 1.25% | 1.502.500 | 18
6. | Rosmalina 11/07/2018] 5000.000 | 1.25 % | 130.000 18
7. | Suprizal 16/08/2018) 2:000.000" /}»1.25% | 807.000 18
8. | Jumarni 16/08/2018| 1.500.000. | 1.25 % | 208.250 12
9. | Firdaus 16/08/2018| 1.500.000 | 1.25 % | 131.250 12
10. | Tulus 16/08/2018| 1.500.000 | 1.25% | 993.750 12
11. | Paiman 16/08/2018| 1.500.000 | 1.25% | 125.000 12
12. | Mardiansyah 22/11/2018| 1.500.000 | 1.25 % | 131.250 12
13. | Rohana 21/12/2018| 8.000.000 | 1.25% | 435.000 18
14. | Rohana 27/02/2019| 8.000.000 |1.259% | 1.417.500 | 18
15. | Ruzilawati 26/04/2019| 10.000.000 | 1.25 % | 31.000 18
16 | Yusmiati 23/05/2019| 5.000.000 | 1.25% | 822.500 18
17. | Istono 23/05/2019| 5.000.000 | 1.25 % | 975.000 18
18. | Hendrizal 26/06/2019| 8.000.000 | 1.25 % | 430.556 18
19. | Leni Kartika 28/08/2019| 10.000.000 | 1.25 % | 2.216.889 | 18
20. | Romita Malau | 28/08/2019| 10.000.000 | 1.25 % | 1.380.944 | 18
21. | Samin 27/03/20201 40.000.000+{*1.25% | 552.000 |18
22. | Aryoni 29/09/2020| 12.000.000 | 1.25 % | 665.000 18

Sumber Data : Lapkeu BUMKam Tualang.2018-2020

Kegiatan penelitian ini untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam memberdayakan ekonomi

masyarakat desa tualang yang telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah

dalam proses tersebut berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran

yang tepat.

Dari data yang telah di uraikan penulis, maka penulis menyimpulkan

permasalahan yang di hadapi oleh BUMKam Tualang Jaya dalam memberdayakan

ekonomi masyarakat, Khususnya melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

(UED-SP) di Desa Tualang Kecamatan Tualang adalah :
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a) Masih ditemukan tunggakan pembayaran dari masyarakat terkait dengan
pinjaman di UED-SP Tualang Jaya.
b) Terindikasi Ketidaksesuaian antara pinjaman dan pemanfaatan nya.

c) Tidak semua masyarakat bisa merasakan pinjaman.

jam (UED-SP)

ngan Program

a. Untuk  mengetahu ana  peranan  UED-SP  dalam
memberdayakan masyarakat di Desa Tualang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak.

b. Mendeskripsikan faktor penghambat terlaksananya program UED-SP
di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini :
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a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi tim pengelola Usaha
Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Kampung Tualang dalam

memperbaharui dan meningkatkan kinerja program dan tim pengelola

8 ¢

\\\\\‘\%\‘m‘\ :

sarjana pada

IImu Politik

%
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BAB 11

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

>

adalah suatu

pemerintahan

- 3

yang tanpa : . dengan Kharismatik
menjalani r
syarat nya

sistematis, d

R AERN

yang mempela

(legislatif) k

pemerintahan dari dua sudut yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan
kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Menurut Finer (dalam Labolo,2006:19) mengatakan bahwa Pemerintah
adalah hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, relasi antara
pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejauh mana peranan pemerintah

dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan.

14
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Rasyid ( 1998: 38) mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu
masyarakat lihatlah pemerintahannya. Maknanya fungsi-fungsi pemerintahan yang
dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu
sendiri. Jika pemerintah dapat.menjalankan.fungsi-fungsinya dengan baik, maka
dengan_ - sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan,
pemberdayaan melahirkan kemandirian ‘serta, pembangunan yang menciptakan
kemakmuran pembangunan (development), pemberdayaan (enpowering), dan
pengaturan (regulation).

Menurut Ndraha (dalam Labolo,2006:37) mengemukakan bahwa pemerintah
memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi
sekunder atau~fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu. fungsi pemerintah
sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa
hankam, layanan sipil, dandayanan birokrasi. Sementara fungsi sekunder sebagai
provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak
dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (powerless) termasuk
penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Fungsi primer secara terus-
menerus berjalan dan berhubungan pesitif.dengan keberdayaan yang diperintah.
Artinya semakin berdaya masyarakat semakin meningkat pula fungsi primer
pemerintah. Sebaliknya, fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat
keberdayaan yang diperintah. Maknanya semakin berdaya masyarakat semakin
berkurang fungsi sekunder pemerintah dari rowing (pengaturan) ke steering
(pengendalian) . Fungsi sekunder secara perlahan-lahan dapat diserahkan pada

masyarakat untuk dipenuhi sendiri. Pemerintah berkewajiban secara terus-menerus
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berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya
sehingga pada gilirannya masyarakat memiliki kemampuan untuk melayani dirinya

sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan

P
ang-

pengertian

tujuan yang

.ﬂu" aha mengemukakan
‘ J’ golongan besar, yaitu
©

pemerintahan konsentrati ‘ﬁg‘!ﬁi}m’

dan pemerintahan luar negeri.

Pemerintahan dekonsentratif
terbagi atas pemerintahan dalam negeri
Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral.
Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan
pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah

pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.
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Menurut Syafiie (2005:20) berpendapat mengenai pemerintah yaitu
pemerintah berasal dari kata “perintah” yang dapat diartikan bahwa terdiri dari

dua pihak yang saling memiliki hubungan. Pihak yang memerintah memiliki

governmen

untuk meng cgara 3 ak ecenderungannya

2 “perintah” yang

arti paling dasar

rakyat untuk menjalanka , J-we angnya dalam urusan-urusan
pemerintahan. Defenisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “kontrak
sosial” antara rakyat sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana
mandat. ( Ranggi Ade Febrian, 2018: 562)

Setiap lembaga-lembaga negara memiliki kewenangan yang berbeda

sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Perundang-
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Undangan. Setiap lembaga negara memiliki tujuan yang sama untuk memajukan

negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat(Ranggi Ade Febrian, 2015:48).

Selanjutnya Ndraha (2005:141) mendefinisikan arti pemerintahan adalah

2. Peme

Pada pasa ang- Undan ‘A 4 tentang Desa

Menurut Nurcholis (dalam Rauf dan Maulidiah 2015:11) Bahwa Desa
merupakan lembaga asli pribumi yang mempunyai hak untuk mengatur rumah
tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya dinamakan
sebagai otonomi desa (hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan

hukum adat).
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Menurut Wasistiono dan Tahir (dalam Rahyunir Rauf & Sri
Maulidiah,2015:21) mengatakan bahwa pemerintahan desa yang diberi
kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk
berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk-erganisasinya.yang bersifat mendua
(ambivalen) vyaitu antara bentuk  organisasi pemerintah dengan lembaga
kemasyarakatan, tidak adanya-sumber pendapatan yang memadal, keterbatasan,
kewenangan dalam pengambilan keputusan menyangkut ISi rumah tangganya,
keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan bagian kendala yang
menghambat Kinerja pemerintahan desa.

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Yaitu Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Pambudi (2001:50) pemerintahan desa dapat di artikan sebagai
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintahan desa. Kemudian
menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan
desa merupakan penyelenggaraan “.urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik
indonesia. Kemudian pemerintah desa merupakan kepala desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsure penyelenggara
pemerintah desa.

Menurut widjaja (2003:3) memberikan definisi Desa adalah sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang
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bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan

masyarakat

desa, hak asal-usul dan adat isitiadat desa, dan menurut pasal 19 kewenangan desa
meliputi :

a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.

b. Kewenangan lokal berskala desa

c. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau
pemerintahan daerah kabupaten/kota

d. Kewenangan yang di tugaskan pemerintah, pemerintah provinsi atau
pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Dalam keberadaan desa sebagai suatu wilayah, maka kapasitas desa akan
berhubungan dengan potensi yang dimilki dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintah (termaksud otonomi desa) misalnya sumber daya manusia, sumber daya
alam,  sumber . keungan ataupun __manajemen  pemerintah  partisipasi
masyarakat.dalam hubungan dengan pemerintah desa,maka kapasitas desa dapat di
kaitkan dengan kemampuan masyarakat desa(pemerintah desa yang perangkatnya
serta BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efesiens
dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Pemerintahan desa di harapkan
memiliki kapasitas yang mendukung pelaksanaan kewenang-wenangan yang
menjadi urusan pemerintah desa dan kabupaten yang dipelukan masyarajat desa.

Dalam bukunya (Rauf dan Maulidiah 2015:121), menyatakan bahwa asas
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut :

“ salah satu tingkat _dalam sistem pemerintahan ~di indonesia adalah
pemerintahan desa, pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintah yang
terendah dalam sistem pemerintahan indonesia saat ini .

Kemudian unsur penyelenggaraan desa di indonesia terdapat dua (2) unsur
penyelenggaraan pemerintah desa.yakni unsur pemerintahan desa yaitu kepada desa
dan perangkat desa kemudian unsur badan permusyawaratan desa atau BPD
menurut Nurcholis (2011:75) pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa
yang terdiri atas :

a. Unsur pemimpin yaitu kepala desa
b. Unsur pembantu kepala desa,yaitu terdiri atas
1. Sekertaris desa, yaitu unsur staf atau pelayan yang diketahui oleh sekertaris
desa
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2. Unsur pelaksanaan teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang
melaksanakan unsur teknis dilapangan seperti urusan pengairan,keagamaan
dan lain lain nya.

3. Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti
kepala dusun.

Kemudian pengertian pemerintahan desa menurut, Memon Soentusna Sedjaja

dan Sjachran Basah (2003:30), yaitu kegiatan dalam rangka menyelenggarakan
pemerintah yang di laksanakan oleh pemerintah desa. Dari pengertian di atas dapat
diketahui bahwa kepala-desa mempunyai peran dan kedudukan yang sangat tinggi
dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara sekaligus
sebagai penanggng jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan
didalam wilayahnya serta penguatan perekonomian desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat
istiadat yang di.akui pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Berdasarkan pendapat lain, Menurut. widjaja (2003:3) memberikan definisi
Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli
berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai
pemerintahan desa adalah“keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi
dan pemeberdayaan masyarakat.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan
pengertian untuk desa yaitu :” desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain,selamjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

23

hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang dinakui dan di hormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut Widjaja (2012:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan

,2004:28)

Oton

dalam adat

masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. bagi desa, otonomi yang
dimilki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun
kabupaten dan daerah kota, otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan usul-
usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari
pemerintah. Desa atau nama lain nya, yang selanjutnya disebut desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
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mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah
kabupaten (Widjaja:2012:166)

Dalam meningkatkan pembangunan_dan-pemberdayaan masyarakat dalam
pemerintah  desa - tidak lepas  dari adanya campur tangan suatu
instansi/kelembagaan LPM. ~(Lembaga’ /Pemberdayaan Masyarakat) yang
sebelumnya disebut. dengan sebutan LKMD (Lembaga. Ketahanan Masyarakat
Desa). LPM memiliki peranan penting dalam pemerintahan desa, karena LPM
merupakan mitra dari pemerintah desa yang memiliki tugas dalam membantu
Kepala Desa melaksanakan pemerintahan desa khususnya dalam pembangunan
untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga LPM memiliki kewajiban agar
menjalankan segala aturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, salah satunya

adalah untuk memberdayakan masyarakat (Panca Sety0:2016:)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan
potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati
diri, harkat dan martabatnya untuk bertahan dan-mengembangkan diri secara
mandiri baik itu di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan
masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan
produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau member modal saja,
tetapi harus di ikuti pula dengan perubahan struktur sosial, ekonomi masyarakat,
mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran,

produktivitas dan efisiensi . ( Widjaja, 2003 : 169). Selanjutnya Widjaja
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mengatakan bahwa dalam pemberdayaan Pemerintah Desa, ada sejumlah langkah

yang dapat diambil pemerintah yang meliputi:

a. Mengembangkan kemandirian kelembagaan pemerintah desa, lembaga adat
desa dan lembaga lainnya.

b. Meningkatkan pola pengembangan desa, tingkat perkembangan desa dan
pembentukan desa baru.

c. Menguatkan dan meningkatkan kerja sama antar desa.

d. Meningkatkan kapasitas:sumber pendapatan untuk kepentingan desa dalam
menggali potensi kekayaan desa.

e. Perumusan kebijakan fasilitas, pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah

desa / kelurahan.
Menurut-Saparin (2009:19) Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah

pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya (perangkat desa), mewakili
masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang
bersangkutan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Kata pemberdayaan berhubungan-. dengan adanya -aktivitas/usaha untuk
menjadikan sesuatu dari keadaan tidak berdaya, tidak bertenaga, tidak berkekuatan
menjadi kondisi atau keadaan yang berdaya, bertenaga dan adanya semangat untuk
berusaha akan hidupnya.

Menurut Kartasasmita (1996) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun
daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran
potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya,
upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh
masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif,
selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini

meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan
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(input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan
membuat masyarakat menjadi berdaya ( Kartasmita,1996)

Edi Suharto (2005:58) pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang,
khususnya kelompok rentan dan.lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau
kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki
kebebasan (freedom), dalam .artiTbukan: saja, bebas mengemukakan pendapat,
melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b)
menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat
meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang
mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-
keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Payne dalam buku yang ditulis Isbandi Rukminto Adi dinyatakan
bahwa pemberdayaan (empowerment) adalah membantu klien memperoleh daya
untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang
terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial
dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan
rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki antara lain melalui
transfer daya dari lingkungan. (Isbandi,2002:162)

Memberdayakan manusia berkaitan dengan tingkat kebutuhan yang di
inginkan. Kita tidak dapat memberi keberdayaan dalam hal ekonomi/material
apabila yang bersangkutan telah memilikinya, tetapi yang mungkin diperlukan
adalah segi hukum, karenanya sepertinya yang dikemukakan Mohtar Mas’oed

bahwa bentuk, jenis, dan cara pemberdayaan atau penguatan masyarakat itu
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beraneka ragam. Pemberdayaan masyarakat pada intinya berusaha bagaimana
individu, kelompok yang ada dalam masyarakat itu sendiri berusaha mengontrol

kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk pembentuk masa depan sesuai

sosial, aga
dipedesaan

memberika

WALNARAES

AN
e YT 8
.
=

ikuti pula
berkembang
efisiensi serta
1.

2.

4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan taraf hidup, kualitas,
harkat, martabat masyarakat melalui proses perencanaan, pendidikan, penelitian
untuk memandirikan serta memampukan masyarakat agar lepas dari ranah

kemiskinan.
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Menurut Ginanjar Kartasasmita (1995), implementasi pemberdayaan
masyarakat dapat dilakukan melalui tiga upaya. Pertama dengan menciptakan

suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Banya
kemiskinan,

pinjam mer

o
;
y
;a;

@

o
[/
| ?6"

maupun kelompok yang akan memulal usaha atau mengembangkan usahanya.
Dalam pengelolaan UED-SP perlu diadakan pembinaan dan pengendalian supaya
dana usaha desa dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan berkelajutan , serta
untuk memantau dan mengendalikan agar pelaksanaan tidak menyimpang dan

tujuan terbentuknya UED-SP ini dapat terlaksana.
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Dana usaha desa akan dijadikan modal kerja UED, yang akan disalurkan

secara bergulir kepada masyarakat dalam rangka memenuhi bantuan permodalan

dalam kegiatan ekonomi produktifnya penyaluran ini dilakukan dengan cara

Ekonomi L
Pinjam (UE
desa Pondc
Kecamatan
Jaya Kabup
Indragiri H

Y e

att
<«

simpan Pinjam
Dalam

pembayaran UED-SP di
Desa Pondok Gelugur
Kecamatan Lubuk Batu
Jaya Kabupaten Indragiri
Hulu.

Arif Tri Wibowo. 2013.
Analisis Prosedur
Pemberian Kredit Pada
UED-SP Sumber
Makmur Kecamatan
Tambang Kabupaten
Kampar Untuk Menekan
Terjadinya Kredit Macet

Menggunakan jenis
penelitian kualitatif
dengan pendekatan
Deskriptif

untuk mendeskriptifkan
prosedur pemberian
kredit pada UED-SP
Sumber Makmur
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Angga Kurniawan Penjabaran Kualitatif Penelitian ini bertujuan
Rasmi,dkk. 2015. dengan Pendekatan untuk menganalisis
Analisis Kinerja Sosial | Deskriptif kinerja sosial dan kinerja
Dan Kinerja Keuangan keuangan

Usaha Ekonomi Desa- Lembaga Keuangan

ikro UED-SP Bina

sebagai bahan

ngerjakan dan
menyempu an penelitie : ' . . Pemberdayaan
Ekonomi amatan Tualang

Kabupaten
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B. Kerangka Berpikir
Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas,

maka dapat dibuat kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah :

Gambar 11.1 Ke Ekonomi Masyarakat

DS SRR AN o

Kabupaten

!
lJ‘

ananet®

Tercapainya Pembere
Desa Tualang

Kesimpulan Saran

Sumber : Olahan Data Penulis
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a. Konsep Operasional
Bertujuan untuk menjelaskan tentang variable yang di analisis dalam penelitian

ini, dijabarkan dengan konsep operasional sebagai beriku :

a. Kesetaraa amaan tingkat taraf hi : formasi bantuan.

kebutuhan hidup

memenuhi dan

untuk usahanya, dilihat dari lanjut atau tidaknya dalam peminjaman dan ada

atau tidaknya tunggakan.
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b. Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai

berikut:

‘ ak ada perbedaan
ﬂ s golongan maupun

| bungan status

i -
lﬂ ampu bersaing
dengan masyarakat
&
nya
ampu berdiri atas
usaha sendiri untuk

Partisipasi Lembaga
Pemerintah Desa yaitu
BUMKam dalam
memenuhi bantuan
biaya usaha.

» Partisipasi Masyarakat

Keberlajutan » Dukungan lembaga

» Kemampuan
Masyarakat Mengelola
Dana

Sumber : Olahan Data Penulis, 2021
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BAB Il
METODE PENELITIAN

dijelaskan dan dianalisa.(Surachma

Merujuk pada teori yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan penelitian
kualitatis deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena berdasarkan dengan
fakta yang ada dilapangan.

B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah alur paling utama dalam menangkap fenomena atau

peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan

34
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data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2001:86) Dalam penentuan

lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori

subtantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan

(BUMKA
penelitian,
terberdaya
dipinjam, hi

C.

o

QQ‘ ‘ﬂ' ang mendukung. Key
informan dalam penelit

2. Informan
Menurut Moelong (2006:132) Informan adalah orang yang
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
belakang penelitian. Informan merupakan orang yang bisa memberikan
tentang situasi dan kondisi pada latar penelitian. Adapun informan dalam

penelitian ini adalah, Penghulu Kampung Tualang, Direktur UED-SP,
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Bendahara UED-SP Tualang Jaya,dan Masyarakat Desa Tualang yang
meminjam.

Tabel I111.1 Data Informan

No. Pendidikan Jabatan

1 hulu Kampung

2.

3. :
- .

4 asyarakat (Peminjam
‘ ( jam)
il

5 asyarakat ( Peminjam)

Sumber D

D. Tekni

tualang, Direktur UED-SP Tualang, Bendahara UED-SP Tualang, dan satu
orang masyarakat Kampung Tualang, mampu menjadi sumber data valid.
E. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden melalui

penelitian dilapangan dengan cara melakukan wawancara terstruktur dan
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terbuka dengan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tualang Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak. Data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung

Desa. Adapun yang

vn\ lg 0.
5

yang berupa

bjek penelitian
2019,2020)

pi penelitian ini

(2001:129) mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian

intrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu

penelitian.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi

lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan

cara.
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a.  Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang

dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan

langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Dengan demikian

G. Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (20011:244) analisis data adalah proses mencari dan
meenyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah di pahami dan
temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.Data yang sudah terkumpul

akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan
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hasil penelitian dalam bentuk deskriptif, dan tulisan dari sejumlah data
kualitatif. Kemudian data yang telah di analisis akan ditarik kesimpulan.

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian

kualitatif adalah
ori-teori lain
ap jpal aCa aupun objektif.

@Né%
data” digu i . yaitu data
ditabulasikan

sehingga da gkapk ) 3 esimpulanya dan

dijadika
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H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 111.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

Bulan dan Minggu ke 2021-2022

No | Jenis Kegiatan  |Agustus  |September |Oktober. |November |Desember
11l 3 1(2(3/4(1(2]3|4

1 | Persiapan dan

penyusunan UP

Seminar UP
Revisi UP

Revisi Kuisioner

gl B~ W DN

Rekomendasi

Survay

6 | Survay Lapangan

7 | Analisis data

8 | Penyusunan
Laporan Hasil
Penelitian
(Skripsi)

9 Konsultasi Revisi

Skripsi
10 | Ujian

Konferehensif

Skripsi
11 | Revisi Skripsi
12 | Penggandaan

Skripsi
Sumber : Modifikasi Penulis,2021
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I. Rencana Sistematik Laporan Penelitian
Untuk lebih memahami secara garis besar penyusunan usulan penelitian

ini, penulis membagi dalam 6 (enam) bab sebagai berikut :

Bab ini.n aka g te s ah, rumusan

Pada bab ini diu orapa - o penelitian ini,
dan dilanj Pikir, Konsep
Operasiona
BAB 111 ME

Dalam bab ini berisike s : enelitian, linforman

lokasi penelitian.
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan diteliti mengenai Program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintahan Desa Tualang

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
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BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang ditemukan dan

kemudian memberikan saran bagi pihak terkait.
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

kerajaan be IS del ” sat kerajaan
berada di

tumbuhan

ARNaNY

kerajaan dibawah
pemerintahan hun daerah ini
tidak ada

Ay
S

Sementara ini pucuk pimpinan kerajaan johor diduduki oleh datuk bendahara tun
habib yang bergelar sultan abdul jalil riayat.

Ketika Raja Kecik telah dewasa dan pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil
merebut tahta kesultanan Johor. Akan tetapi pada tahun 1722 kerajaan Johor
tersebut berhasil direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, yaitu ipar dai Raja Kecik

dan putera dari sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut kerajaan johor ini

43
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Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Sehingga terjadilah
perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar diantara kedua
belah pihak, oleh karena itu masing-masing mengundurkan diri. Pihak Johor
mengundurkan diri ke Pahangdan Raja Kecik-mengundurkan diri ke Buantan dan
kemudian mendirikan daerah baru dipinggiran sungan buantan (‘anak sungai siak).
Demikianlah awal mula berdirinya’ kerajaan siak di buantan. Akan tetapi, pusat
kerajaan siak tidak menetap di buantan.

Pusat kerajaan kemudian berpindah-pindah dari buantan ke mempura,
kemudia pindah ke senapelan pekanbaru dan kembali ke mempura. Dimasa
pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin
(1827-1864) pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Stak Sri Indrapura dan akhir
masa pemerintahan Sultan Siak berakhir.

Pada masa pemerintahan ke 11 yaitu Sultan ‘Assyaidis Syarif Hasyim abdul
Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908. Dibangunlah istana
yang megah terletak di kota Siak Sri Indrapura pada tahun 1908, istana ini
bernama Istana Asseralyah Al Hasyimiah. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif
Hasyim, siak mengalami masa kejayaannya-terutama di bidang ekonomi. Dan
pada masa itu pula beliau berkesempatan mengunjungi Negara Jerman dan
Belanda.

Setelah wafat, Sultan Syarif Hasyim digantikan oleh putranya bernama
Tengku Sulung Syarif Kasim yang masih bersekolah di Batavia dan pada tahun
1915 beliau dinobatkan menjadi sultan siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif

Kasim Abdul Jalil Syaifuddin atau dikenal dengan nama Sultan Syarif Kasim
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(Sultan Syarif Kasim ii). Bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau pun mengibatkan bendera merah
putih di istana siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke jawa untuk
menemui Soekarno dan" menyatakan bergabung dengan..Republik Indonesia.
Beliau ~menyerahkan mahkota kerajaan dan uang. Dan sejak itu beliau
meninggalkan Siak dan bermukim'di‘Jakarta. Kemudian pada tahun 1960 kembali
lagi ke Siak dan meninggal di Rumbai pada tahun 1968 dan beliau tidak
meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama yaitu Tengku Agung
maupun dari permaisuru kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif
Kasim Il1 mendapatkan kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan
nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim |l .terletak di tengan
kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Masjid Sultan Syahbudin.

Pada awal pemerintahan-Republik Indonesia, ‘Kabupaten Siak adalah wilayah
kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah menjadi
Kecamatan Siak. Setelah itu pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak
dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan undang-undang no.53 than
1999.

2. Visi Misi Kabupaten Siak
a. Visi Kabupaten Siak
Terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan
masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadikan kabupaten
Siak sebagai tujuan pariwisata di Sumatera.
b. Misi Kabupaten Siak
a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia ang cerdas, sehat, berakhlak,

beriman dan bertagwa.
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b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama
kampong-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan
lingkungan.

c. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing
melalui pembangunan.dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan,
perikanan, dan peternakan, serta sektor produktif lainnya.

d. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing.

e. Mewujudkan tata i'kelola' pémerintahans yang bai dan bersih serta
pelayanan publik yang prima.

3. Kondisi Geografis Kabupaten Siak

Berdasarkan geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16°30”
LU- 020°49”+LS dan 100 54°21”BT-102 14°59”BT. Secara fisik geografis
kabupaten Siak memiliki kawasann pesisir pantal yang berbatasan dengan
sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan
(growth triangle).

Indonesia-Malayasia-Singapura. ‘Bentang alam kabupaten siak sebagian
besar terdiri dari dataran rendah yang berada dibagian timur dan dataran tinggi
yang berada dibagian barat. Pada umumnya struktur tanah yang ada di Kabupaten
Siak umumnya berstruktur tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial
serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.
Lahan seperti ini subur untuk pengembangan pertaniian, perkebunan dan
perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25-32 celcius,
dengan kelembapan dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak,
daerah ini juga terdapat banayk tasik atau danau yang tersebar di beberapa

wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Sungai Siak sendiri merupakan
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sungai terdalamdi Indonesia dengan kedalaman mencapai 30 m, sehingga
meimiliki nilai ekonomis yang tinggi terutama sebagai sarana transportasi
perdagangan dan perhubungan. Sedangkan danau-danau yang tersebar di
kabupaten siak antara lain danau_air hitam,.danau besi, danau ketialau, danau
tembatu sonsang, danau pulau besar, dana zamrud, danau pulau bawah, danau
pulau atas, danau tasik rawa dan-danau naga sakti.
4. Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak berdasarkan letak geografis memiliki luas 8.556,09 km atau
9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, yang merupakan kabupaten/kota
terluas ke-6 di Provinsi Riau dengan pusat' administrasi di Kota Siak Sri
Indrapura. Wilayah Kabupaten Siak sampai tahun 2020 terdiri.dari 14 kecamatan
yang terdiri dari 9 kelurahan, 114 kampung dan 8 kampung adat.
Secara adminstratif batas wilayah kabupaten siak adalah sebagai berikut:

a. sebelah utara, berbatasan dengan kabupaten bengkalis dan kabupaten
kepulauan meranti.

b. sebelah selatan, berbatasan dengan kabupaten kampar, kabupaten pelalawan,
dan kota pekanbaru.

c. sebelah timur, berbatasn dengan kabupaten.bengkalis, kabupaten pelalawan
dan kabupaten kepulauan meranti.

d. sebalah barat, berbatasan dengan kabupaten bengkalis, kabupaten rokan hulu,
kabupaten kampar dan kota pekanbaru.

B. Gambaran Umum Kampung Tualang
1. Sejarah Singkat

Tualang yang menurut asal katanya adalah Tuah Alang, merupakan salah
satu Kecamatan bagian dari Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kecamatan Tualang

ini terletak di wilayah kabupaten siak Provinsi Riau yang lokasinya berjarak
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60km dari kota Pekanbaru.Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari
kecamatan Siak yang dimekarkan menjadi 14 Kecamatan yaitu, Kecamatan Siak,
Kerinci kanan, Tualang, Dayun, Sungai Apit, Minas, Kandis, Mempura, Sabak
Auh, Bunga Raya; Koto Gasib;.Mandau, Pusako dan Lubuk-Dalam.

Sebelum Tualang menjadi suatu kecamatan, daerah ini masih tergabung
dengan kecamatan siak dan- kabupaten: bengkalis, Seiring dengan pesatnya
pertumbuhan ekonomi dan industri membuat daerah ini menjadi tujuan bagi
perantau dari berbagai daerah yang tentunya menjadi pesat pula pertumbuhan
penduduknya sehingga menurut pemerintah pusat, daerah ini layak untuk
dimekarkan menjadi beberapa desa. Diantara delapan desa dan satu kelurahan
ini, desa Tualanglah yang paling padat penduduknya, berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik, penduduk desa tualang berjumlah sekitar 16.400 Jiwa
dengan 3500 kepala keluarga, yang didominasi oleh perantau dari berbagai
daerah, persentase penduduk tempatan dengan penduduk perantau berkisar antara
30% berbanding 70%.( BPS Kab Siak, profil kecamatan Tualang Tahun 2013 ).

Saat ini di Kabupaten Siak suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala Desa
telah berganti Nomenklaturnya .dari ‘Desa.menjadi Kampung, Sebutan Kepala
Desa berganti menjadi Penghulu, Hal ini diatur oleh Pemkab Siak tertuang dalam
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 “ Pemkab Siak sebagai daerah yang berakar
kuat pada budaya melayu sejak zaman kerajaan Siak ingin melestarikan kembali
Budaya Melayu dimasa lalu yang saat ini mulai hilang akibat perkembangan
zaman,”. Terbentuknya Kampung Tualang sebagai institusi yang berperan

menjalankan roda Pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

49

masyarakat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kecamatan Siak
Kabupaten Bengkalis, yang merupakan bentuk suatu Kampung yang bermanfa’at

mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta

Upaya pemberdayaan Petani, Peternak dan nelayan yang
berkesinambungan dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

e. Mengupayakan Kampung Tualang menjadi Kampung Sakinah dan
masyarakat yang religious dan agamis serta menggalakkan Kamtibmas.
f.  Mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Olah raga,

kesenian dan sosial.
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g. Upaya pemberdayaan pemuda yang kreatif, Inovatif, dan Partisipatif
yang berorientasi pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Letak dan Luas Wilayah Kampung Tualang

Kampung iliki posisi wilayahnya
yang I in.j ip erintahan
Kecama ditempuhimela

WER &7

Seja jadi li pergantian
Penghulu a eri
Tabel 1V I dan Periode

t = A =

No \ - |MasaJa
1 | 1950s/d1
2 Ahma
3 R 2
4 |M KAN
5 | Juprianto | 200

Sumber Profil at

4. Batas Kamp S -
Kampung Tualang
Sebelah Utara - Ka i tang
Sebelah Selatan : Kampung an/Meredan Barat
Sebelah Barat : Kelurahan Perawang
Sebelah Timur : KampungTualang Timur

5. Kependudukan
Adapun data-data yang berhubungan dengan kependudukan dapat dilihat

pada tabel berikut:
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dukungan

Jumlah Penduduk

No | Dusun Lk Pr Lk Jih KK

1 Surya 1.486 1.446 2.932 550

2 Mulyabaru 2.719 518

3 Merbau 3.478 711
1.429

3.208

membutuhkan
pembangunan.

didukung oleh

rut Pendidikan

Dusun SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 Tidak Tamat Blm Jumlah
SD [SLTP [SLTA | Sekolah
Surya 800 617 982 89 | 146 | 5 2 2 289 2.932
Merbau 611 655 735 64 |85 | 272 254 117 685 3.478
Mulyabaru | 557 437 528 45 |21 | 22 31 63 1.015 2.719
Sukadamai | 1.193 | 1.684 | 1.405 | 142 | 45 | 106 | 142 192 1.468 6.377
Jumlah 3.161 | 3.393 | 3.650 | 340 | 297 | 405 | 429 374 3.457 15.506

Sumber: Profil Kampung Tualang 2021
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b. Kesehatan
Derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari adanya perhatian

Pemerintah terutama dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan maupun tenaga

kesehatan yan ingga iharapkan pelayanan
keseha a lah sarana
kesehata \légs\g‘ﬁtﬂﬁﬁlw I
\?\\\ Ry
Tabel IV. ese n
No. mlah
1. | Kelahiran
2. | Kem = = S g
3. Ibu lu._: -. ._ :‘_..
4. | Kema a hirkan l =
5. | Cakup i Po ]
6. | Cakupanl si Pol
7. | Jumlah Bali KA NBP' g
8. | Penggun 3
9. | Pengguna K
10. | Pengguna Su K
11. | Pengguna Sumur 2.770 KK

Sumber Profil Kampung Tua
c. Keagamaan
Berdasarkan keagamaan yang ada di kampung tualang, sebagai berikut:

Tabel 1V.5 Data Keagamaan Kampung Tualang

No. Agama Jumlah (Orang)
1. Islam 13.405

2. Katolik 720

3. Kristen 1.214

4. Hindu 30
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5.

| Budha 137

Sumber Profil Kampung Tualang, 2021

C. Pemerintahan Kampung Tualang

1. Struktur Orgar

pada tahun 2009. Pada saat itu
berdasarkan musyawarah desa maka dibentuklah UED — SP Tualang Jaya
dengan modal awal yang bersumber dari sharing budget Pemerintah Kabupaten
Siak dan Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah lebih kurang Rp.
500.000.000.

Dibentuknya UED - SP Tualang Jaya diharapkan dapat membantu

pemerintah Kampung Tualang terutama dalam meningkatkan ekonomi
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masyarkat kampung Tualang yang pada saat itu berjumlah lebih kurang 5172
Kepala Keluarga. Padatnya jumlah penduduk kampung Tualang menyebabkan

beragamnya kondisi ekonomi masyarakat terutama dalam hal mata

Tualang Ja enj ilik Kampung

(BUMKa

a. an n : . usaha BUMKampung

c. Dengan adanya penambahan unit usaha tentu akan menambah lapangan
pekerjaan bagi masyarakat Kampung Tualang yang belum memiliki
pekerjaan.

d. Membantu penyediaan jasa atau memenuhi kebutuhan masyarakat
Kampung Tualang dalam bentuk wusaha yang dijalankan oleh
BUMKampung.



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

55

e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan

modal Pemerintah Kampung.

3. Teknis Peminjaman

P2K)/BUMK/ TJ/Unit

; \'ﬂ-“‘“ .Q& ,

PIHAK PERTAMA.

6. Khusus untuk kelompok, pihak pertama dapat memindah buku tekening
tanggung renteng/ kelompok ke rekening pihak pertama, jika terjadi

keterlambatan pembayaran angsuran.
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7. Lain-lain yang belum ditetapkan dalam surat perjanjian pemberian kredit ini
merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMK Tualang

Jaya.

8. Surat per' n_kredit_ini ak 2 ( dua) rangkap

o S“Upnpyaat® ';

f@' r

bermaterai
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Informan Penelitian

K. mbaran yang akurat,

-

ini adalah

1. Jenis

ldentitz ‘ F dasarkan jen pada tabel berikut

Persentase
(%)

sedangkan informan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang atau
dengan persentase 60 % .
2. Tingkat Usia Informan

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan kematangan serta
bertanggung jawabnya seseorang dalam menjalankan tugasnya. Pada tabel

dibawah ini penulis uraikan tingkat usia informan, yaitu sebagai berikut:

57
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Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No. Tingkat Usia Frekuensi Persentase
(Tahun) (Orang) (%)
1. | 30-40Tahun 3 60
2

persentase 4
3. Tingkat F

Pendidikan - adala imana seseor: an ilmu untuk

No. Jenjang Pendidikan = rekuensi Persentase
(Orang) (%)
1. |S1 1 20
S2 1 20
2. | SMA 3 60
Jumlah 4 100%

Berdasarkan Tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa informan pada
penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikannya adalah berjumlah 1 orang dengan

tingkat pendidikan Strata satu (S1) atau dengan persentase 20%, berjumlah 1



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

59

orang dengan tingkat pendidikan Strata dua (S2) atau dengan persentase 20%, dan
berjumlah 2 orang dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas

(SMA/Sederajat) atau dengan persentase 60%.

sesuatu dari
tidak berdays rharga : AN ndisi atau keadaan
yang berd

Adap ator-indikator  dalam . Jayaan ekonomi

masyarakat ole ahar _.i' camata ng kabupaten siak
adalah seba
1.

dak ada dominasi
kedudukan di kan bantuan dana secara

bersama ibuk Jamilah selaku bendahara UED-SP Tualang Jaya pada tanggal 15
November 2021 pukul 08.30 WIB.

“ Sejauh ini pelaksanaan UED-SP tidak pernah memandang hubungan
sosial sebagai patokan dalam memberikan pinjaman kepada pemanfaat,
melainkan dari kemampuan pemanfaat untuk bisa mengembalikan secara
tepat waktu, selalu diberikan modal yang setara dengan sebesar apa usaha
pemanfaat sebelum meminjam pada UED-SP, namun memang harus
memiliki agunan untuk jaminan dalam pengembalian dana yang telah
diberikan, dikarenakan UED-SP ini menggunakan dana bergulir.”
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Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UED-SP berpatokan
dalam memberikan sebesar apa pinjaman berdasarkan besar usaha yang dimiliki
pemanfaat.

Selanjutnya wawancara bersama Bapak. .M Atjrul; S.E selaku direktur UED-
SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021 pukul 10:36 WIB.

“ Dalam pelaksanaan-UED-SP telah diterapkan kesetaraan yaitu tidak
ada perbedaan atau:pandangan status sosial dalam memberikan dana untuk
dipinjam, selama 1a termasuk masyarakat kampung tualang, dan ia memiliki
usaha, ‘dan selama tujuannya dalam melakukan pinjaman di UED-SP
adalah untuk meningkatkan usahanya,selalu kami prioritaskan kategori
tersebut, namun ada syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah
memiliki agunan sebagai jaminan bahwa ia mampu membayar dana yang
telah dipinjam.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UED-SP telah

menerapkan kesetaraan dalam memberikan pinjaman: tanpa.mengelompokkan
berdasarkan status sosial maupun hubungan keluarga, meskipun ada syarat yang
harus dipenuhi yaitu adanya:agunan sebagai jaminan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam peminjaman di UED-SP ini,
yaitu :
a. Fotocopy KK

Fotocopy KTP

o

Rencana Usaha

o o

Pernyataan Kesediaan Agunan
Fotocopy Bukti Buku Rekening Bank
Fotocopy Surat Kuasa Kepada Bank

Rencana Pengembalian Kredit

> e oo

Fotocopy Surat Tanah/ BPKB/ Kendaraan , dan lain nya sebagai Agunan
Berdasarkan syarat diatas, maka tidak semua masyarakat dapat meminjam,
dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki surat tanah/ BPKB/Kendaraan, dan

lain nya sebagai agunan.
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Selanjutnya wawancara bersama Bapak Juprianto,S.Sos.,M.Si selaku
Penghulu Kampung Tualang pada tanggal 15 November 2021, pukul 19:00 WIB.
“Kami menerima seluruh masyarakat yang mau meminjam agar
berkembangnya..usaha mereka, asalkan mereka berasal dari kampung
tualang, tidak ada pengelompokan dan.untuk sosialisasi UED-SP ini juga
dilalf’ukan secara turun lapangan atau mengundang tokoh masyarakat yang
DC;CéZt disimpulkan bahwa UED-SP telah mewujudkan kemandirian pada
usaha masyarakat sehingga.dapat berkembang.
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis dilapangan bahwa UED-
SP tidak melakukan pengelompokan dalam memberikan modal dana usaha kepada
pemanfaat, melainkan dengan melihat berdasarkan besar usaha pemanfaat, dan
juga kelancaran pembayaran pemanfaat pada saat jangka waktu peminjaman.,
akan tetapi memang diharuskan.memiliki.agunan sebagai jaminan pemanfaat
mampu mengembalikan dana yang dipinjam, sehingga tidak semua masyarakat
dapat meminjam/ merasakan bantuan dana.
2. Indikator Partisipatif
Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat
adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi,
dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu
waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen
tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat, dilihat dari berfungsi nya Pengelola
UED-SP dengan Melakukan Tinjauan Langsung Secara Rutin Dan Pengelola

UED-SP Mengkoordinir Dana Pinjaman Oleh Masyarakat Agar Sesuai

Pemanfaatan.
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Berikut kutipan wawancara bersama ibuk Jamilah selaku bendahara UED-
SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021, pukul 08:30 WIB.

“ Setiap masyarakat dipantau secara langsung setiap bulannya untuk
keberlangsungansangsuran dan mengetahui-apa kendala yang terjadi
dilapangan.atas usaha peminjam
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UED-SP telah

berpartisipasi memberikan dana dan memantau langsung terhadap penggunaan
dana atas usaha setiap peminjam.

Selanjutnya wawancara bersama bapak M. Atjrul, S.E selaku direktur UED-
SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021, pukul 10:36 WIB.

*“ Setelah dana yang kami pinjamkan, kami tidak langsung lepas tangan
begitu saja, kami sarankan, namun tidak kami pantau secara langsung
dalam pembelian atas dana tersebut, karna itu diluar tugas, kami lihat
secara langsung setiap bulannya, apakah usaha pemanfaat setelah
peminjaman berkembang atau tidak, juga turun langsung kelapangan untuk
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemanfaat, seperti pembayaran
angsuran yang terlambat dan kami turun langsung menanyakan apa
kendala yang mereka hadapi ™
Berdasarkan wawancara- diatas dapat . disimpulkan bahwa UED-SP tidak

lepas tangan setelah peminjaman, tetap berpartisipasi turun langsung untuk
melihat perkembangan usaha pemanfaat setelah peminjaman berlangsung.
Selanjutnya wawancara bersama ibuk Nurna Ningsih selaku masyarakat/

pemanfaat pada tanggal 20 April'2022, pukul 09:30 WIB.
“ saya meminjam sebesar 10.000.000 dengan 18 kali angsuran, ini
pinjaman kedua saya, selama saya meminjam tidak ada kendala, tim UED-
SP terjun langsung melihat besar usaha untuk memastikan layak/tidak
diberikan dana yang diajukan, untuk memastikan langsung dana digunakan
sesuai atau tidaknya itu tidak ada, dana sebelumnya juga setengah saya
gunakan untuk menambah pembayaran kebutuhan sekolah anak, saya
rasapun yang penting angsuran dibayar saja, untuk penggunaan dana tidak
ada pantauan langsung, hanya menyarankan sebaiknya untuk
keberlangsungan usaha saja”
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Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan menemukan bahwa UED-
SP telah berpartisipasi baik dalam hal dana maupun setelah dana setelah

diberikan, yaitu pemantauan dengan turun secara langsung ke titik lokasi dimana

3.

ﬂj n kemampuan
masyaraka ada be 3 "‘- i memandang orang
miskin sebagsa / e e not), melainkan
sebagai sub the have little)
(Verhagen da untuk menabung,
pengetahuan i la_usahanya, mengetahui
kondisi lingkunga emauan, serta memiliki
norma-norma bermasyara dipatuhinya. Semua itu harus

digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang
lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga
pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

Berikut kutipan wawancara bersama Ibuk Jamilah selaku bendahara UED-
SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021, pukul 08.30 WIB.

* Telah banyak pemanfaat yang dapat mengembangkan usahanya
setelah melakukan pinjaman ini, dapat dilihat dari lancarnya pemanfaat
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dalam membayar tagihan, meski tidak semua, akan tetapi hampir setengah
dapat terbantu dan dikatakan mandiri, biasanya yang tidak lancar
membayar beralasan uang penghasilannya diletakkan ke kebutuhan lainnya
yang tidak ada sangkut paut terhadap usahanya, namun selama ia masih
berniat untuk membayar, tetap kami berikan senggang waktu”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa telah banyak

pemanfaat yang terbantu setelah dilakukannya peminjaman kepada UED-SP ini.
Selanjutnya wawancara bersama bapak M. Atjrul, S.E selaku direktur UED-
SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021, pukul 10:36 WIB.

" kalau untuk dana yang sudah diberikan, kami rasa dana ini sudah
sangat bermanfaat untuk pemanfaat yang melakukan pinjaman kepada
UED-SP. Tualang Jaya ini, dapat dilihat dari beberapa pelaku usaha yang
menjadi _mitra atau melakukan pinjaman di UED-SP sejauh ini usaha
mereka terus berkembang dan memperoleh omset dan keuntungan yang
lebih besar, daripada sebelum mereka melakuan pinjaman di UED-SP, ini
disebabkan karena adanya tambahan modal, yang sebelumnya hanya dapat
produksi terbatas, dengan adanya penambahan modal ini pemanfaat dapat
lebih maksimal produksinya, serta keuntungan juga bertambah, itu menjadi
tolak ukur keberhasilan dari program ini”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat

sebagai pemanfaat sangat terbantu dan dapat,mengembangkan usahanya sehingga
dapat dikatakan mandiri.

Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Juprianto,S.Sos.,M.IP pada
tanggal 15 November 2021; pukul'19:00 WIB.

“Selama pantauan kami, masyarakat sebagai pemanfaat telah dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil usahanya, sehingga kemandirian
pun tercapai, namun memang tidak semua, masih ditemukan juga
masyarakat yang tidak sesuai dalam mengelola usaha atau dalam
memanfaatkan dana yang diberikan”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah

mencapai tingkat kemandiriannya karna adanya bantuan dana oleh UED-SP

Tualang Jaya ini.
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Berikut kutipan wawancara bersama Ibuk Arbet Yusnita Selaku Masyarakat

dan Peminjam pada UED-SP pada tanggal 15 November 2021, pukul 19:00 WIB.
“ Saya merasa terbantu adanya peminjaman modal dana usaha di UED-

SP ini,dengan adanya tambahan modal saya<bisa membeli pupuk untuk

kebun, apalagi saat ini-harga sawit.sedang meningkat, dan dibutuhkan

modal dana untuk penambahan bahan baku penunjang pertumbuhan sawit
yang lebih untuk hasil yang lebih baik juga, meski sebelumnya saya ada
memiliki tunggakan, dikarenakan sawit tidaklah berbuah dengan cepat.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpul bahwa dengan adanya UED-
SP ini masyarakat pun ikut terbantu serta mempercepat tercapainya kemandirian
hidup dengan adanya perkembangan usaha.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dilapangan menemukan
bahwa UED-SP berperan aktif untuk mengembangkan usaha masyarakat selaku
peminjam, meski tidak secara cepat, karena setiap usaha tidak langsung
menghasilkan pendapatan yang banyak, ada yang memiliki jangka waktu
beberapa bulan, sehingga ditemukan tunggakan sebelumnya.

4. Berkelanjutan

Banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat berskala proyek yang tegas
batas waktu serta pendanaannya. Apabila proyek usai, pelaksana tidak mau tahu
apakah kegiatan dapat berkelanjutan. atau.tidak. Proyek-proyek semacam itu
biasanya hanya akan meninggalkan “monumen fisik” yang justru kerap membuat
masyarakat trauma dan apatis. Namun, kondisi ini umumnya tidak terjadi pada
masyarakat yang sudah sadar. Masyarakat seperti ini biasanya sudah memiliki
keberanian untuk menolak proyek-proyek yang akan turun di wilayahnya.

Banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat berskala proyek yang tegas batas

waktu serta pendanaannya. Apabila proyek usai, pelaksana tidak mau tahu
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apakah kegiatan dapat berkelanjutan atau tidak. Proyek-proyek semacam itu
biasanya hanya akan meninggalkan “monumen fisik” yang justru kerap membuat
masyarakat trauma dan apatis. Namun, kondisi ini umumnya tidak terjadi pada
masyarakat yang-sudah sadar..Masyarakat.seperti ini biasanya sudah memiliki
keberanian untuk menolak proyek-proyek yang akan turun di wilayahnya.
Kategori Indikator ini dilihat, dari “Masyarakat. lancar membayar tagihan dan
berkembangnya usaha masyarakat selaku pemanfaat.

Berikut kutipan wawancara bersama ibuk Jamilah selaku bendahara UED-
SP Tualang Jaya pada tanggal 15 November 2021, pukul 08:30 WIB.

“ Keberlanjutan atas pinjaman peminjam kami lihat dari bagaimana
mereka membayar dan karakter mereka saat ditagih jika telah terlambat
membayar, karna jika ditegaskan takutnya akan menimbulkan masalah
baru, oleh karena itu mereka membayar tagihan saja itu sudah rasa syukur
bagi kami’’

Selanjutnya wawancara bersama bapak M. Atjrul, S.E selaku direktur UED-

SP Tualang Jaya pada tanggal ‘15 November 2021, pukul 10:36 WIB.

“Rasa saya setiap lembaga keuangan pasti menemukan peminjam yang
tidak lancar membayar, bukan hanya UED-SP, tapi Bank Konvensional
dibawah naungan BUMN saja juga mengalaminya,bagaimana kami
menghadapinya lebih kepada kondisional..saja, dengan melakukan
pendekatan persuasifikepada masyarakat, bagaimana agar mereka kembali
lancar membayar, oleh karna. itu..kami lebih cenderung melakukan
pendekatan dan dari cara mereka membayar lancar atau tidaknya serta
karakter peminjam inilah kami bisa menyimpulkan bagaimana
keberlanjutan untuk peminjaman selanjutnya.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang berkaitan

dengan keuangan tidak terlepas dari yang namanya tunggakan, baik lembaga yang

dikelola desa maupun yang lebih tinggi yaitu Negara.
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Berdasarkan observasi penulis dilapangan menemukan bahwa keberlanjutan
dalam peminjaman tergantung dari lancar atau tidaknya masyarakat selaku

peminjam dan karakter peminjam ketika ditagih atas tunggakannya.

program pembe onor S d kecamatan tualang
kabupaten
1. Kurang eberlangsungan

pemb. nda atau sanksi



BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti
tentang Program Pemberdayaan Ekonomi DesasTualang Kecamatan tualang
kabupaten siak, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan dan saran untuk
bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Usaha Ekonomi Desa Simpan
Pinjam (UED-SP) Tualang Jaya sebagai berikut;

A. Kesimpulan

1. Untuk indikator kesetaraan dapat disimpulkan bahwa telah menerapkan
kesetaraan, tidak memandang status, dan juga tidak melakukan
pengelompokan dalam memberikan modal dana pinjaman kepada masyarakat
selaku pemanfaat, hanya dengan syarat pemanfaat memiliki usaha, dan
memiliki “agunan sebagai jaminan masyarakat mampu membayar dana
pengembalian agar perguliran dana tetap lancar.

2. Untuk indikator partisipatif dapat disimpulkan bahwa telah memberikan
partisipasi dalam terjun langsung kelapangan melihat apakah benar adanya
usaha pemanfaat, akan tetapi tidak-memantau langsung dalam pembelian
kesesuaian kebutuhan atas dana yang dipinjam, sehingga masih terdapat yang
tidak sesuai dalam pemanfaatan dana yang diberikan, hanya menyarankan
saja, dan juga 2 tahun belakangan ini tidak memberlakukan sanksi jika
terdapat tunggakan pada pemanfaat.

3. Untuk indikator keswadayaan/kemandirian disimpulkan bahwa telah
membantu  dalam  menumbuhkan  kemandirian  pemanfaat  untuk
mengembangkan usahanya, meskipun tidak semuanya dan masih ditemukan
tunggakan yang disebabkan oleh tidak sesuainya pemanfaatan atas dana
pinjaman ataupun hasil dari usaha yang tidak selalu menghasilkan dalam
jangka waktu sama.

4. Untuk indikator keberlanjutan dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini

ditentukan pada saat pemanfaat lancar atau tidaknya membayar dan karakter

68
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pemanfaat selama masa peminjaman, juga dilihat dari perkembangan usaha

pemanfaat selama masa pinjaman berlangsung.

B. Saran
. Kepada UED-SP

alang Jaya lebih meningkatkan ketegasan selama masa

yaran dan kabur

asi dengan tegas

JJJJJ
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